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DINAS KOMINFO SIMALUNGUN SOSIALISASIKAN PEDOMAN 

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN   

 

 
Sumber Gambar : sumut.antaranews.com 

 

Simalungun (ANTARA) - Pemkab Simalungun melalui Dinas Komunikasi dan 

Informatika (Kominfo) menggelar sosialisasi pedoman informasi yang dikecualikan bagi 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Simalungun Tahun 

2024. Sosialisasi dibuka Kabid Informasi Publik, Nurintan Rayani Saragih mewakili 

Bupati Simalungun, di Aula Hotel Agave Simpang Panombeian Panei, Senin (25/11).  

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas bagi PPID tentang 

layanan informasi publik yang dikecualikan, dan memperkuat pemahaman tentang 

pengelolaan pelayanan dan dokumentasi di lingkungan Pemkab Simalungun. Jumlah 

peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 80 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai 

pejabat sekretaris PPID Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun, sebagai 

PPID pembantu yaitu Sekretaris dan Kepala sub Bagian Tata Usaha. Narasumber, Ketua 

Komisi Informasi Provinsi Sumut Dr Abdul Harris Nasution, Kadis Kominfo Simalungun 

Andri Rahadian dan Kabag Organisasi Janchrisdo Damanik.  

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemerintah Kabupaten 

(Pemkab) Simalungun menggelar sosialisasi pedoman informasi yang dikecualikan bagi 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Simalungun, Senin 

(25/11/24). Kegiatan sosialisasi berlangsung di salah satu Hotel Jalan Saribudolok 

Simpang Panombeian Panei ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas bagi PPID tentang 

layanan informasi publik yang dikecualikan, dan memperkuat pemahaman tentang 

pengelolaan pelayanan dan dokumentasi di lingkungan Pemkab Simalungun. 

Kepala Bidang (Kabid) Informasi Publik Pemkab Simalungun, Nurintan Rayani 

Saragih mengatakan peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 80 orang Aparatur Sipil 

Negara (ASN) sebagai pejabat sekretaris PPID Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
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Kabupaten Simalungun sebagai PPID pembantu yaitu Sekretaris dan Kasubbag Tata 

Usaha. “Dalam peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021, penyebutan PPI 

mengalami perubahan nama. PPID Utama menjadi PPID dan PPID Pembantu 

penyebutannya menjadi PPID pelaksana. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai 

PPID Pelaksana,” ujarnya.  

Narasumber penyaji materi sosialisasi dibawakan oleh Ketua Komisi Informasi 

Provinsi Sumut Dr Abdul Harris Nasution, Kadis Kominfo Simalungun Andri Rahadian 

dan Kabag Organisasi Janchrisdo Damanik. 

 

Sumber Berita: 

1. https://sumut.antaranews.com/berita/601657/dinas-kominfo-simalungun-

sosialisasikan-pedoman-informasi-yang-dikecualikan, Senin, 25 November 2024 

2. https://mistar.id/destinasi/pemkab-simalungun-gelar-sosialisasi-pedoman-informasi-

yang-dikecualikan-bagi-ppid, Monday, 25 November 2024 

 

Catatan: 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Pasal 1  

Angka 1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang 

mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun 

penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan 

dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun 

nonelektronik. 

Angka 2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 

dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan 

penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan 

penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-

Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

Angka 5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan 

publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak 

memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-

undangan. 

Angka 9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang 

bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, 

penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. 

https://sumut.antaranews.com/berita/601657/dinas-kominfo-simalungun-sosialisasikan-pedoman-informasi-yang-dikecualikan
https://sumut.antaranews.com/berita/601657/dinas-kominfo-simalungun-sosialisasikan-pedoman-informasi-yang-dikecualikan
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Angka 11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi 

publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

Angka 12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum 

Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang ini. 

 

Pasal 2  

(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna 

Informasi Publik. 

(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. 

(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik 

dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. 

(4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-

Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang 

konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat 

serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik 

dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau 

sebaliknya. 

 

Pasal 3  

Undang-Undang ini bertujuan untuk: 

a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan 

publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta 

alasan pengambilan suatu keputusan publik; 

b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 

c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan 

pengelolaan Badan Publik yang baik; 

d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan 

efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 

e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 

f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 

g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik 

untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. 
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Pasal 4 

Hak Pemohon Informasi Publik : 

(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang ini. 

(2) Setiap Orang berhak: 

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; 

b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh 

Informasi Publik; 

c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan 

Undang-Undang ini; dan/atau 

d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi 

Publik disertai alasan permintaan tersebut. 

(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan 

apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 

 

Pasal 5  

Kewajiban pengguna Informais publik : 

(1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia 

memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri 

maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

2. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentag Standar Layann 

Infornasi Publik 

Pasal 1 

Angka 1. Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Standar 

Layanan adalah ukuran yang dijadikan pedoman dalam memberikan 

layanan, penyediaan, dan penyampaian Informasi Publik. 

Angka 9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut 

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan 

Publik. 
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Angka 20. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara 

sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah 

penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang 

dikecualikan. 

 

Pasal 4 

(1) Badan Publik berhak: 

a. menolak memberikan Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan 

undang-undang. 

b. menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

c. memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan Publik lainnya dengan 

mekanisme Bantuan Kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik. 

(2) Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

 

Pasal 5 

(1) Badan Publik wajib: 

a. menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan 

tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang 

dikecualikan; 

b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; 

c. membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, 

penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; 

d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk 

memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik; dan 

e. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang 

dikecualikan; 

(2) Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 

a. menetapkan standar layanan; 

b. menunjuk dan menetapkan PPID; 

c. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; 

d. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik dengan Sistem 

Elektronik dan nonelektronik; 

e. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik; 
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f. menganggarkan pembiayaan bagi penyimpanan, pendokumentasian, 

penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; 

g. membuat dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik; 

h. menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik kepada Komisi 

Informasi; dan 

i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan 

Informasi Publik pada instansinya; 

(3) Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

memperhatikan pelindungan Data Pribadi. 

(4) Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. 

(6) Akses Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud 

dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 


